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PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO 5 TAHUN 2018 TENTANG TERORISME OLEH GEGANA DALAM MELAKSANAKAN 
OPERASI DI WILAYAH POLDA SUMATERA UTARA
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ABSTRAK
Terorisme merupakan ancaman serius terhadap keamanan dan persatuan bangsa Indonesia. Peristiwa-peristiwa seperti bom bunuh diri di Polrestabes Medan tahun 2019 menunjukkan bahwa aksi teror semakin kompleks dan membutuhkan penanganan yang cepat serta tepat. Untuk itu, pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai landasan hukum yang memperkuat kewenangan aparat, termasuk Detasemen Gegana Brimob Polri, dalam melaksanakan operasi penanggulangan terorisme.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana penerapan Undang-Undang No. 5 Tahun 2018 dilaksanakan oleh Detasemen Gegana di wilayah Polda Sumatera Utara, mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam operasi, serta merumuskan strategi peningkatan efektivitas penerapan undang-undang tersebut.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan undang-undang ini telah dilaksanakan melalui pendekatan preventif, preemptif, dan represif, seperti sterilisasi rumah ibadah, kegiatan sosial “Minggu Kasih”, patroli pengamanan, hingga simulasi latihan anti-teror. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, di antaranya keterbatasan peralatan modern, kurangnya koordinasi lintas instansi, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas personel, modernisasi sarana-prasarana, serta penguatan sinergi antar-lembaga untuk mewujudkan penanggulangan terorisme yang lebih efektif di Sumatera Utara.
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IMPLEMENTATION OF LAW NO. 5 OF 2018 ON TERRORISM BY GEGANA IN CONDUCTING OPERATIONS IN THE 
JURISDICTION OF NORTH SUMATRA 
REGIONAL POLICE
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ABSTRACT

Terrorism is a serious threat to Indonesia’s security and national unity. Incidents such as the 2019 suicide bombing at the Medan Police Headquarters (Polrestabes Medan) indicate that terrorist actions are becoming increasingly complex and require rapid and precise countermeasures. In response, the government enacted Law No. 5 of 2018 on the Eradication of Terrorism Crimes as a legal foundation to strengthen the authority of law enforcement agencies, including the Gegana Detachment of the Mobile Brigade (Brimob) of the Indonesian National Police, in carrying out counterterrorism operations.
This study aims to examine and analyze how Law No. 5 of 2018 is implemented by Gegana in the jurisdiction of the North Sumatra Regional Police, to identify the challenges encountered during operations, and to formulate strategies for enhancing the effectiveness of the law’s implementation.
The findings reveal that the law has been applied through preventive, preemptive, and repressive approaches, including the sterilization of houses of worship, social activities such as “Sunday of Care” programs, security patrols, and anti-terror simulation exercises. However, several challenges persist in the field, such as limited access to modern equipment, insufficient inter-agency coordination, and low levels of community participation. Therefore, strengthening personnel capacity, modernizing infrastructure, and enhancing inter-agency synergy are necessary to achieve more effective counterterrorism efforts in North Sumatra.
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